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XATA PEITGANTAR L]\XIP DPUPTSP
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I(ATA PENGANTAR

hrji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat

dan hidayahNya sehingga telah tersusun Laporan Kine4la Instansi Pemerintatr

(LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langse

untuk Tahun 2O23.

Tujuan dari penyusunan LKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan

keb{jakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu

laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis

realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas

Penana.man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piatu Kota Langsa serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggatan 2023.

Penyusunan LKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas

publik. Akhirnya dengan rnemohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT

semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pela5ranan Terpadu Satu Pintu Kota hngsa

mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-bailmya serta

m.rnpu meningkatkan prestasi kerja.

Kota langsa, lO Januari 2O24
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BAB I PENDAHULUAN

BAB I
PEIIDAHT'LUAN

1.1. Crambaran Umum

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan

strategis yang s,rngat dinamis dal mempengaruhi birokrasi dalam

melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis

dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik (Good

Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara

pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya

antara lain transparansi, partisipasi darr akuntabilitas. Apabila keseimbangan

peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good

Gover-nance dirasakan oleh pihak-pihak yat g terkait. Hal ini juga memudahkan

Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan

mempertangBungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka

mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR zu

Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara

penJrusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lrmbaga Artministrasi Negar:a

Nomor 589 / IX I 6 /Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kine{a Instansi Pemerintahdan Keputusan Kepala kmbaga ArlmirrisEasi Negara

Nomor : 239 llxl 6 / I l2OO3 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

1
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BAB I PENDAHULUAI{

Pendayagunarul Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2O7O

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hat tersebut diatas, sebagai perwujudan

pertanggungiawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tduan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Langsa Tahun 2O23 sebagai perwujudan kinerja yang dicerminkan dari

hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Langsa disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2OI4
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyrsunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2O2l atas Perubahan Qanun Kota
Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota I-angsa:

5. Per"wal Nomor I Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Langsa;

6. Qarmn Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota langsa Tahun
Anggaran 2023.

I.APIORAT X TDRJA IIrSTAllEI PEf,9RIXTAII DITAS PETATATA,I XOI'AL DAI{ PE,IAYAIIAX ?ERPIIDU AAtU PI'TT' EOTA I.AiGSA
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BAB I PENDAHULUAN

1.3. Maksud daa TuJuaa

Penyusunan Laporan Kine{a Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dl

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

dimaksudkan untuk mengkomunikasikal capaian kinerja dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yan€l

telah ditetapkan

Tlrjuan pen5 rsunan LKIP Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Langsa adalah sebagai sarana bqgr Pemerintah Kota

Langsa dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota

Langsa. Dokumen LKIP merupalan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi

Pemerintah yang berisi informasi seputa.r capaian indikator kinef a dan

hambatan pelaksanaan rencana ke{a yang telah disusun sebelumnya.

1.4. Crambaraa Umum Orgaalsael

Dinas Penanaman Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu Kota kngsa
dilxrrtuk trerdasarkan Qam.rn Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang pe rubahan
atas Qanun kota langsa No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa No 1 Tahun 2O23
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanarnan Modal dan Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa . Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinh.r Kota langsa merupakan
Ferangkat Daerah Kota yang dalam Eela.ksanakan tugas dan fung:sinya

bertangungiawab kepada Walikota, selaku Pimpinan Pemerintah Daerah.

1,4.1. Kedudukan
Dinas Fenanaman Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu Kota langsa,

mempunyrai IGdudukan sebagai berilort :

l. Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota lanrgsa
adalah Perangkat Daerah sebagai unsur peLaksanaan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal;

2, Dinas Penana:rran Modaldan Pelayanarr Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mela1ui Sekda;

3. Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawakr dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas:

4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dal bertanggung j awab kepada KepalaDinas;

3IAPORAX XII|IB.'A IiSTAllBI PIE TAH DIAA IDTATAIA! IODAI, t'AT PIIAIA.IAI TERTAI'U AAIq l,lllT T'OTA Tll(t6T
TAIfl'T 2O2!I



BAB I PENDAHULUAT{

5. Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
sesl. ai dengan bidang tr-gasnya;

6. Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan
rnasing-rnasing Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

1.4.2. I\rgas Pokok dan Fungsl

Dalam hal tugas pokok masing-masing jabatan memiliki tugas pokoknya

tersendiri dengan rincian sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan

kegiatan dibidang penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perianan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dinas

memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausatraan dinas;

2. Penetapan program kerja di bidang pen€rnaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

3. Perumusan kebijakan di bidang penaneman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanarnzln

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Pembinaan dan mengaratrkan kegiatan di bidang penanamEu:r modal

dan pelayanan terpadu satu pintu;

6. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

penanErman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;;

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi

birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi oemerintah (SAKIP),

dan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;

I,APORAX XII{'.R"'A ITAfATSI PEIERIIT"AE DITAA PE&UTAIAII f,ODIIL DAT PEIAYATAT TERPADU SATU PIITU KO?A I4I'GAA
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BAB I PENDAHULUAN

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan

kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

1O. Penyusunan standar pelayanan dan maklumat di bidang

penzrnaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

11, Penyusunan standar operasional prosedur di bidang penanarman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

12. Pengeloiaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudalr

diakses

13, Penanganan Pengaduan

14. Pelaksanaal evaluasi dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap

kine{a penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

secara periodik melalui survey kepuasan masyarakat;

15. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait

di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non

perizinan;

16. Penyampaian laporarr pelayanan perizitan dan non perizinan

kepada walikota secra periodik:

17. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2l Sekretariat mempunyai tugas

Slelakukan pengelolaan urusan pelaya-nan administrasi umurn,

perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, Perundang-undangan,

pelayanan administrasi, penJrusunan program, data, informasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan

fungsional penyetaraan.

Dalam hal pelaksanaan tugas yang ditnaksud Sekretariat

memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dilingkungan secretariat:

5I.AIONAT IlInlB.'A !I8TA!IT PliIIRItAAIl DTTAA PDf,AIIAIA' IODAL I'A' PDTAIAiAII TEi'ADO AAII' l,rlt0 B('IA U'IO6A
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BAB I PENDAHULUAN

2. Penyiapan bahan dan penrmusan kebijakan di bidang penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta

pengelolaan keuangan dan aset;

3. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan

keuangan dan asset;

4. Pemberian pelayanan administrasi pen)rusun€rn rencana kerja,

monitoring darr evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan

keuangan dan asset;

5. Penyelarasan dan Kompilasi penyusunan renc€uta kerja sesuai

dengan ketentuan peraturan peruodang-undangan;

6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta

umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan

secretariat;

8. Pelaporan terhadap pelaksaan reformasi birokrasi, sistem

akuntabilitas kine{a instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan

publik;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi;

10. pernbinaal jabatan fungsional penyetaraan; dal
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri atas :

a) Sub bagran umum dan kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yzrng

meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan,

perlengkapan, barang milik daerah, dokumentasi, perjalanan

dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.

6I.AIORA:' IiIIIBJA TiSTAIEI PEIDEItrIAB DITAA PEII.f,AI'II IODAI DiI 
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BAB I PENDAHULUAT{

b) Jabatan Funsional Analis Anggaran mempunyai tugas

melakukan pengumpulan bahan penJrusunan program dan

kegiatan, penJrusunan €ulggaran, verifikator,

pertanggungiawaban dan pelaporan keuangan serta

melaksanakan tugas dan funsi Jabatan Fungsional Analis

Anggaran seseuai dengan ketentuan.

3) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas

Melakukan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal,

promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pemantauan,

pembinaan jabatan fungsional penyetaraan. Untuk pelaksanaan tugas

tersebut kepala bidang penanarna modal mempunyai fungsi :

1. Penyrsunan program kegiatan pengembangan iklim penanaman

modal, promosi penanaman modal, pelayanan penan€rman modal

serta pengendalian pelaksanaan penan€rman modal;

2. Penyrapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang

pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman

modal, pelayanan penanaman modal serta pengendalian

pelaksanaan penanaman modal;

3. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penaneman modal melalui

kegiatan realisasi kegiatan penanam€ur modal dan pengawasan

kepatuhan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha

dan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan

dan hambatan penanaman modal;

5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang

penanaman modal.

6. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penanaman modal terdiri dari :
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a) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk prograrn

kegiatan, menJrusun kebijakan teknis, pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal dan pelayanan

penan€rm,rn modal serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabtan

F)rngsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan

ketentuan.

b) Jabatan Fungsiona.l Penata Keiola Penanaman Modal

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan

penyusun€rn iaporan realisasi investasi kegiatan pengendalian

pelaksanaan penan€rman modal serta melaksanakan tugas dan

fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

sesuai dengan ketentuar.

4l Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai

tugas :

Melakukan pelayanal perizinan dan Non Perizinan serta

pembiflaan jabatan fungsional peflyetaraan. Untuk pelaksanaan tugas

tersebut kepala bidang penyelenggara pelayanan perijinaa dan non

perijinan mempunyai fungsi :

1. Penyrrsunan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan

pelayanan Perizinan dan Non Perizinal;

2. penyiapan bahan dal perumusan kebijakan teknis di bidang

penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

3. pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

maupun olffline sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4. penyr:sunarr standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan

maklumat penyelenggaraan pelayanan Perizinal dal Non Perizinan;

5. pe laksanaan koordinasi pefifosesan, pengawasan penyelenggaraan

pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara terpadu dengan

instansi daerah maupun instarsi pusat;

T,AI|ORAII KITERJA IIIIIIAX6I PEIIIIIrrA!i DIi'6 PEIIAITAIAII IODAI, D/llI 
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6. pen3rrsunan data penyelenggaraanpelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

7. pelaksanaan evaluasi penye l enggaraan pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

8. pembinaanjabatan fungsional penyetaraan; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepa.la Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PenyelenggaraEul Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

terdiri dari :

a) Jabatan Fungsional Peaata Penzinan mempunyai tugas

pengumpulan bahan dal data untuk men) lsun program

kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menJrusun standar

pelayanan serta pelaksanaan pelaya-nan peiztnar: dan

Nonperizinan sektor Peke{aan Umum dan Peruma}ran

Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Transportasi,

Pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketenagake4'aan

serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional

Penata Perizinan sesuai dengan ketentuan.

b) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas

pengumpulan bahan dal data untuk menyusun program

kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menJrusun standar

pelayanan serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan

Nonperizinan sektor Kesehatan Obat dan Malanal,
Perdagarrgan, Perindustrian, Pendidikan dan

Kebudayaan,Perikanan dan Kelautan, Pertanian serta

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata

Perizinansesuai dengan ketentuan.

5) Bidang pengaduan, Kebijalan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas :

Menerima pengaduan, mensosialisasikan kebijakan, mengolah

data dan men)rusuo laporan kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta

9IAIORAi rIlllAJA lrATAiAI PIIIAJIITATI DIIIAA PDIIAIAIAI| IODAI DAI' PEIAYAT'A:X TTTIADU AATO PUTTU EOTA IATGIA
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pembinaan jabatan fungsional penyetaraan, kebiiakan dan pelaporan

mempunyai fungsi :

1. penyusunal program dan kegiatan di bidang pengaduan,

kebijakan dan pelaporan layanan;

2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan telcris di bidang

pengaduan, kebijalan dan pelaporan layanan;

3. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan terpadu satu

pintu;

4. pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan terpadu satu

pintu;

5. Pengolahan data pelayanan terpadu satu pintu;

6. penyrrsunan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu

pintu secara periodik;

7. pelaksalaan survey kepuasan masyarakat secara periodikdan

pen,'usunan indeks kepuasan masyarakat;

8. pelaksanaan eva-luasi kine{a secara periodik terhadap

penyelenggaraa pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan

tingkat kepuasan masyarakat;

9. pembinaan jabatan fungsiona-l penyetaraafl; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan terdiri dari :

a) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas

pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program

kegiatan, pelaksanaan penanganan pengaduan, dan

pelaksanaan survey kepuasan masyarakat serta melaksanalan

tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai

dengan ketentuan.

b) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas

melakukan sosialisasi kepatuhan hukum peraturan perundang-

undangan tentang periztnan dan non perizinan, mengolah data,

menJrusun laporan dan melaksanakan kegiatan evaluasi kinerl'a

pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan tugas dan
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fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan

ketentuan.

1.4.3. StrutturOrgenfsad
Susunan Orgarrisasi Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Langsa terdiri dari:

1. IGpala Dinas;
2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

3. Bidang Fenanaman Modal;
a. Jabatan F\rngsional Fenata Kelola Penanaman Modat, dan;
b. Jabatan Fungsional Fenata Kelola Penanaman Modal.

4, Bidang Perryelenggaraan Pelayanan Ferizinan dan Non Perizinan;

a- Jabatan Fbngsio:ral Penata Perizinan, dan;
b. Jabatan F\.rngsional Fenata Ferizinan.

5. Bidang Fengaduan, Kebijakan dan Felaporan Layanan;
a- Jabatan F\:ngsicrnal Penata Perizinan, dan;
b. Jabatan F\rngsional Penata Perizinan.

I
1
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1.5. Kondisl Strategis

1.5.1. Sumber DaI"a Aparatur Kepegawaian

2. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien,

diperlukan sumber daya manusia yang handal sebagai pengelola sistem.

DPMPTSP sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu

tentu DPMPTSP harus marnpu menjembatani para pengusaha dan investor

serta memberikan pelayanan prima dalam }ral perinnan dan non perizinan

Kota Langsa. Untuk semua itu memerlukan sumber daya manusia yang

memiliki integritas, semangat tinggi, dan profesional dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi yang diemban. Kesuksesan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang DPMPTSP Kota Langsa yang diperoleh selama ini

tidak terlepas dari arahan dan bimbingan para pemangku jabatan mulai

dari eselon II.b hingga eselon iV.a yang secara terus berusaha untuk
menciptakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Langsa sebagai salah satu SKPK yang dapat diandalkan di Kota

Langsa. Hingga saat ini, jumlah jabatan struktural yang terdapat di

DPMPTSP Kota Langsa adalah sebanyak 6 jabatan, terdiri dari 1 jabatan

kepala dinas, 1 jabatan sekretaris, 3 jabatan kepala bidang, dan 1 jabatan

kepala sub bagian. Dan untuk Jabatan Fungsional tertentu yang terdapat di

DPMPTSP Kota Langsa berjumlah 3 Jabatan, terdiri dari 1 Jabatan Analis

Anggaran Muda, 1 Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, 1

Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang Perizinan dan Non Perizinan

serta Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang Pengadua

Tabel 1.1.

Perlncian Jumlah Jabatan Stnrktural
Dlnas Penanaman Modal dan Pelayanaa Terpadu Satu Piatu

Kota langsa Tahun 2023

Sumber : Sfi Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kota Langsa, 2023

I.APORAI| XIIIER.'A UIATATAI PEIERITTAII DIXAA PEXA,IIAIAII IODAI, DAT PDIAYAI(AI TIAPADU AATS PETU EOTA IAIGAA
TAIII'I 2{'X'

No Jabatan
Eseloia

Total Ket
u.b III.a III.b fV.a

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 3 3

4 Kepala sub bagian 1 1

Total 1 1 3 1 6
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Tabel 1.2

Perincian Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu
Dinas Penanaman Modal dan Petrayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Langsa ?ahun 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegau.taiwt DPMPTSP Kota Langsa, 2023

Berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai DPMPTSP Kota

Langsa dengan status PNS adalah sebanyak 24 orang terdiri dari 10

orang l4L,67o/ol laki-laki dan sisanya L4 orErng (58,33%) perempu€rn

dari total pegawai yang berstatus sebagai PNS. Jumlah pegawai

honorer adalah sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-taki dan 2

orang perempuan. Sedangkan jumlah pegawai yang berstatus sebagai

Tenaga Harian kpas adalah sebanyak 12 orang terdiri dari 4 orang

laki-laki dan 8 orang perempuan. Dan petugas jaga malam 1 orang

laki-laki serta cleaning service 1 orang perempuan.

Tabel 1.3

Perlacian Jumlah Pegawal Berdasarkan Jeals Kelamin

Dlnas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tetpadu Satu Ptatu Kota

Langsa Tahun 2o.23

No Jabataa
Eselon

Total Ket
it.u EII.a III.b lV.a

1 Jabatan Fungsional
Analis Angqaran

1 1

2
Jabatan Fungsional
Penata Kelola
Penanaman Moda]

1 1

3
Jabatan Fungsional
Penata Perizinan
bidang Perizinan

1 1

4
Jabatan Fungsional
Penata Perizinan
bidans pengaduan

1 1

Total 4 4

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket

1 Kepala DPMPTSP 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 3 3

IAPORAII I TERJA IIfAIATAI PEXIRITTAIT DllIAA PEI|AI(AXAII IODAL DAIC PEIAYAIiAIi TERPADU AATI' PIITU I(OTA IATGEA
TAITUII 2(}23 l4



5
Jabatan Fungsional Penata
P erjzitan Bidane P eitzinan 1 I

6
.Jabatan Fungsional Penata
Perizinan Bidang
Pengaduan

1 1

7
Sub Bngian Umum dan
Ktlpegarvaian 1 1

8
Jabatan Fungsional Analis
Anggaran 1 1

9 Staf 5 9 t4

10 Honorer 2 2 4

11 Tenaga Harian Lepas 4 8 t2

t2 Petugas Penjaga Malam 1 1

13 Cleaning Service 1 1

25 42Total t7
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Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal

Sumber: Sub BagianUmum dan Kepegawaian DPMWSP Kota Langsa, 202*2

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseor€rng

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan

kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Tingginya pangkat

dapat jug, menggalnbarkan kualitas seorar:rg PNS baik dari sisi

pengetahuan yang diperoleh selama menjadi PNS ataupun pengala-man

kerja yang dimiliki PNS dengan harapan akan berdampak kepada

percepatan dan kualitas dari setiap tugas yang diselesaikan. Jenjang

kepangkatan PNS di DPMPTSP Kota Langsa sebagian besar diduduki oleh

PNS yang memiliki pangkat golongan III yaitu sebanyak 15 orang (62.50%1,

Golongan II Sebanyak 5 Orang (2O,83o/o) diikuti pangkat golongan tV

sebanyak 4 orang (16,670/ol. Kuantitas sumber daya manusia yang banyak

perlu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggl. Jenjang

pendidikan sebagai indikator tinggi rendahnya kualitas sumber daya

manusia akan ikut mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan

organisasi. Jenjang pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh pegawai

DPMPTSP adalah S1 yaitu sebanyak 11 orang (45,83o/ol, diikuti SLTA 7

orarlg l29,L7otoi, 32 sebanyak 3 Orang (12,50%), dan iulusan D3 3 orang

{L2,SOo/ol. Dan Jenjang Pendidikan yang diperoleh oleh Honorer pada

DPMPTSP adalah 4 orang lulusan SMA (1007o), Serta Tenaga Harian kpas
51 6 orang (5O,O6%1, D2 2 orang (76,67yo1, SMA 4 orang (33,33%). Kondisi

jenjang pendidikan dan kepangkatan yang dimiliki oleh para pegawai

IAPIORAI| I{IIIER.'A ITATAXSI PEIERIIIIAII DII(AS PEIAXAIAIi IODAL DAlt PDIAYAII|II TIRPADO SAIO PIXTU EOTA I.riGAA
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DPMHSP ini merupakan sumber kekuatan untuk dapat dipergunakan

semaksimal mungkin dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPTSP

Kota Langsa

Tabel 1.4
Perinclan Jumlah Pegawal Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayaaan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kota Tahun 2023

Sumber : &tb BagianUmum, Kepegautaian dan Dolstmentasi DPMPTSP Kota Langsa,
2023

Pangkat Pendidikan
No Jabatan

I il ilt IV
Jumlah

SD SLTP SLTA D2 D3 s1 s2 s3
Ket

1
Kepala
DPMPTSP 1 1 1 1

2 Sekretaris 1 1 1 1
Kepala
Bidane I a 3 ) 1 3

4

Jabatan
Fungsional
Penata
Kelola
Penanaman
Modal

1 t 1 1

5

Jabatan
Fungsionai
Penata
Perizinan
Bidang
Perieinan

1 1 1 1

6

Jabatan
Fungsional
Penata
Perizinan
Bidang
Pengaduan

1 1 1 1

1.7
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

1 1 i

I I I8

Jabatan
Fungsional
Analis
Anggaran

1

5 9 t4 7 3 4 t49 Staf
4 410 Honorer

2
I

6 t21l
Tenaga
Harian
l,epas

4

1 1t2
Petugas
Penjaga
Malam

1 113
Cleaning
Service

25 t4 5 19 3 42Total o 6 15 4

I.APiORAII XITER.'A ITATAIAI PEITRITTAII Dtt[AA PETAITAIAI IODAI, DAI PIIAYAIAII TIBPADU SATI' PIITO EOTA LTIiGAA
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1.6. Isu Strategls DPMPISP Kota Langsa

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman

yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu alam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi

salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan

sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut

merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan

global yang kita hadapi bersama. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas

Pelaksanaan urusan Pemerintatran di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara

lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pen€rnaman modal.

3. Peningkatan konsistensi pelayanan penarlaman modal.

4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang

terintegrasi secara elektronik.

5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

1.7. Ideatiflkasl Permasalahan

Perubahan Nomenklatur dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Langsa

mengakibatkan banyak te{adi perubahan pokok dan fungsi dari DPMPTSP.

Dinas Penanarnan l\{odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa akan

selalu terus bekerja keras agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu mampu menghadapi tantangan demi tantangan dan mnyelesaikan

semua kendala dan permasalahan yang muncul saat ini baik pengenai perizinan

dan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. sehingga dinas ini bisa menjadi Dinas -yang

mampu mendorong meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Kota Langsa.

Permasalahan Utama Yang di hadapi saat ini adalah dalam hal memberikan

pelayanan masih sangat terbatas karena belum bisa memberikan kenyamanan

dikarenakan sarana dan prasarana gedung kantor yang belum memadai.

LAFOBAr I TER.'AITSTATBI PEIBIT'TAII DTIAA PETIA,TAIAT IODAI, DAII PEIAYATIII T!nPADI' AAfl' Pll?U TOTA IIIGIiA
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Ditambah iagi pada Anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terbatas pada anggaran rutin saja.

Namun begitu DPMPTSP akan terus berusaha menjalankan kegiatan yang

menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya dan memberikan

pelayanan prima kepada pelaku usaha.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan,

memasuki tahun 2A23 secara umum DPMPTSP Kota Langsa masih dihadapkan

pada berbagai masalah dan tantangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan dan pen),usunan peraturan perundangan-undangan yarrg

membutuhkan waktu dalam hal penyusunan dan penerapannya;

2. Masih banyak pelaku usatra yang belum memahami tentang pelaporan

penanaman modal;

3. Pelaku Usaha Masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusatra

(NrB);

4. Belum adanya regulasi tentang insentif dan kemudahan investasi

5. Belum adanya peta potensi investasi

6. Masih banyak pelaku usaha yang belum bersedia mengikuti kegiatan bimtek

dan sosialisasi

7. Masih ada pelaku usaha yang belum terpuaskan oleh pela,vanan yang

dilakukan oleh Petugas Layanan

8. Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses

penyelesaian dokumen perijinan/ non perijinan terrrasuk pengawasannya;

9- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses

kelancaran pelayanan perijinan/non perijinan;

10. Belum optima.lnya proses evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap

objek-objek periqjinan f non perijinan di Kota Langsa baik yang telah merniliki

ijin maupun belum memiliki ijin.

UTPONAX XITER.'A ITATAIAI PEIEBITTAS DlxAA PEIIAIAXAT IODIIL DAII PEIAYATAi ?ERPADU AATI' PItr'T' EOTA 
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BAB I PENDAHULUAN

1.8. StrtcrutttefenynJtrra
Sistematika hn5n4iian taporan Kinerja Instansi ftmerintah berdasarhn

Rraturan Menteri kmberdayagunaan Aparatur Negara dan Reforrrasi Birolcrasi

Republik Indonesial{o. 53 Tatrun 2Ol4 adalah sebagai berikut:
BAB i PET{DAHULUAN

1.1- tatar Belakang

1.2. Maksud dan Ttrjuan

1.3. Tugas Pokok, ftmgst dan Kewenangafl

1.4. Sumher Daya Manusia

1-5. SistematikaLaporan

BAB il PERENCANAAN KINEIEIA

2.1. Rencana Strategis Perang[at Daerah

2-2. Visi dan Misi

2.3. T\rjuan dan Sasaran

2.4. Strategi dan Arah Kebi$akan

2.5. Program. dan Kegiatan Tahwr 2A23

2.6. Perjanjian Kinuja Tahun 2V23

tsAB M AKUNTABIIJTAS KINER.JA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.?. Capaiaa Kinerja Orgardsesi

3.3. RealisagiKeuangan

BAB RT PENI.''TUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Erraluasi dan Saran

I.IrmATIE.IAIIrt.'Is['Elil,iEDNITS'II.I.I.TruT,D.T'EIIT.rI.Trr TIEAAttEITUIIIDATIIET
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BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB U

PERENCAN/IAN XIITERJA

2.1. Reacaaa Strategts Perangtet Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses pen5 rsunzrn rencana kine{a

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkal dalam

renczrna strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan-

Dalam rangka melaksanakaa tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Langsa berpedoman pada dokumen Perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJM Kota Langsa tah:ur:. 2023-2026;

2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Langsa Tahun 2023-2026;

3. Penetapan Kinerja Tahun 2023; dan,

4. Indikator Kinef a Utama:

Untuk mendukung rencana keq'a Pemerintah Kota Langsa maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Iangsa menetapkan

tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

2. Meningkatkan Investor Berskaia Nasional (PMA/PMDN)

3. Meningkatkan Kepemilikan Perizinan Usaha Masyarakat

4. Meningkatkan Kulitas Pelayanan Perizinan

Untuk mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu tidak dapat bekerja sendiri, DPMPTSP juga membutuhkan

keda sama dengan OPD laifl dalam Lingkungan Kota Langsa, Ditrrnbah lagt

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan menerapkan sistem OSS Ontine

Slngle Srrbrdsslon,, yarrg ditetapkan dalam "PP nontor 5 tdrun 2027 tentang

Peagelenggaraon Perlzlnan Bensaha &r'fusls Rlslko'
Sistem OSS ini sendiri telah efektif penggunaannya di Dinas Penanaman

Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Pada &*run 2020,

dengan fasilitas dan tenaga IT yang masih sangat terbatas. Pada Tahun 2O21

OSS 1.1 mengalami perubahan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi

OSS berbasis Risiko.

LAPOB'X TIIIEi,'.A. IXlttIIl$ ?EXETITTAII DITAA PETAXAIAT IODAi DAi PILAYAIA' IEBIIDI' SAII' ?I'IU KOIA LATG€A
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

merumuskan capaian. sasaran melalui indikator sebagai berikut :

1. Nilai LHE SAKIP

2. Realisasi Investasi

3. Tingkat Pertumbuhan Perizinan

4. indeks Kepuasan Masyarakat

BAB II PERENCAI{AAI{ KINER^IA

C^+--9aLU Pintu

2.2. TuJuan dan Sasaran

T\.rjuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

serta merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 - 5

tahun.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam

kurun walchr tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Sasaran memberikan arah pada penJrusunan kegiatan, maka

sasaran menggambarkan hal - hal yang ingrn dicapai. Apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Langsa dalam Rencana

Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa adalah Sbb:

Tatel 2.1.

TuJuan dan Sasaran Pemerintah Kota Langsa

Dari Uraian diatas maka dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa telah

ditetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

I.SPOR{II XIXIR.'A TXSITAITIII PEUEBII|TAII DITIAS PEXAITATAX UODAL DAX PEIAYAITAT TERFADU EATU PlilIg XOIA II-IGSA
TAEUI 2023

No TuJuan Sasaran

1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

dan Menurunnya Angka Kemiskinan

melalui Peningkatan Infrastmktur dan

Potensi Daerah

Meningkatnya Daya Saing

Ekonimi Daeratr

2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintah Daerah

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Daerah

Kualitas

Pemerintah

2L



BAB TI PERENCANAAN KII{ERJA

eL2.2.

?uJuan daa Sasaraa DPMPISP Kota langsa

No Tr{uan Sasaran

1 Meningkatkan Kualitas Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah

Meningkatnya

Pemerintahan

Kinerja

Tata Kelola

yang Berorientasi

2 Meningkatkan Investor Berskala

Nasional (PMA/PMDN)

Meningkatnya Nilai Realisasi

Investasi yang Berskala Nasional

3 Meningkatkan Kepemilikan

Perizinan Usaha Masyarakat

Meningkatnya Penerbitan Perizinan

dan Non Perizinan Jasa Usaha

+ Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan

Meni.ngkataya Efektivitas dan

Kemudahan Pelayanan Perizinan

2.3. Strategl dan Arah Keb{fakaa

2.3.1. Strategl

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau system untuk

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan

ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan

memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportuni$r,

O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness,

W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O,

dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T)

yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upayarnemaksimalkan setiap

unsur kekuatan yang rlirniliki untuk merebut setiap unsur peluang yang

ada seoptimal munglrin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya

memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan

seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangfuan strategi S-

T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur

kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan

seoptimal mungkin.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu pintu adalatr sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;

2. Memantau Hasil Pelaporan LKPM;

LT.PORAX BIIIERJAIXSTAIAI PEUEEINTAS DIXAS PEXIf,AXllX XODAT DAC PEIAYAXAX TERPIDT' SA"U PIXTU K(yIA TI.rGAA
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BAB II PERENCAI{AAN KINER.'A

3. Memberikan Pelayanan Sesuai dengari Standar Pelayanari;

4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses proses

periirnan dan informasi perizinan ;

2.3.2. Arah KebtJakaa

Ada beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait dengan strategi yang

dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun

kebijakan tersebut adalah :

1. Strategi Pertama Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

dengan kebijakan :

- Konsisten dalam Memberikan pelayanan hingga tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan dapat terpenuhi dengan baik.

2. Strategi kedua adalah memantau hasil pelaporan LKPM, dengan

kebijakan:

- Mendata jumlah investasi berskala Nasioanal (PMDN/PMA)

3. Strategi ketiga adalah memberikan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan, dengan kebijakan:

- Proses perizinan tepat waktu

4. Strategi keempat adalah Memberikan kemudahan kepada masyarakat

dalam mengakses proses perizinan dan informasi perizinan, dengan

kebijakan:

- Konsisten dalam memberikan informasi berbasis tehnologi baik

melalui sms, wa, call senter, Aplikasi mau pin WEB

Program dan kegiatan merupakan bagran af(hir menuju proses

pencapaian Visi. Kegiatan nyata di lapangan akan menjadi sangat mudah dan

dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program

sistematis dan hirarkis. Program dan kegiatan yang diuraikan diatas secara

terperinci dapat dilihat pada lampiran tabel matrik program lirna tahunan.

1APORAT t{llIERJA IUSTAITSI PE!{ERI*?.AH }I!{-TS PEITA!{AXAX XODAL DAII PELAYAfiA!5 TEiPADS SA?g P!H?I' EO?A L{SGSA
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BAB II PER.ENCANAAN KINERJA

TABEL 2.3
STRATEGIS DAI| ARAII IIEBI.'AI(AII

TUJUAX
DPIIPTSP KOTA LITNGSA

STRATEGI
DPMPTAP I(OTA LANGSA

KTBI.'AI(AN
DPUPTSP K(}TA LANGAA

Meningkatkan Kualitas Kineda

Organisasi Perangkat Daerah

Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Berorientasi

Kinerja

Memberikan Pelayanan Prima
kepada Masyarakat

Konsisten dalam Memberikan Pelayanan
Hingga Tingkat Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Dapat Terpenuhi

dengan Baik

Meningkatkan Investor
Berskala Nasional
(PMA/PMDN)

Meningkatnya Nilai Realisasi
Investasi yang Berskala Nasional

Memantau Hasil Pelaporan
LKPM

Mendata Jumlah Investasi Berkala
Nasional (PMDN/PMA)

Meningkatkan Kepemilikan
Perizinan Usaha Masyarakat

Meningkatnya Penerbitan Perizinan
dan Non Perizinan Jasa Usaha

Memberikan Pelavanan sesuai
dengan Standa.r Pelayanan

Proses Perizinan Tepat Waktu

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Efektivitas dan
Kemudahan Pelayanan Perizinan

Memberikan Kemudahan
kepada Masyarakat dalam

Mengakses Proses Perizinan
dan Informasi Perizinan

Konsisten dalam Memberikan Informasi
Berbasis Tehnologi Baik Melalui SMS, WA,

Call Senter, Aplikasi Maupun Media
Sosial.

tlloxrii lllrtE A rxatAttlt pDrltl!trr^tl DItl! PtLt/tIAIArl IODAI DA.f, ?DIAY^XAII t IIIADU AATIO Hit! rOaA irtlcaA
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BAB II PERENCANAAN KINEzuA

2.4. Program daa Kegtataa Tahua 2O23

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu

yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam

rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkarr. Sedangkan, kegiatan merupakan penjabaran dari

program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaral dalam

rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Langsa Tah,un 2O23-2026 '

Adapun Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2O23 adalah sebagai

berikut :

Program Penuqlang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan : - Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Peralgkat

Daerah

- Administrasi Keuarrgan Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : - Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daera-h

KabuPaten/Kota

' Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota

Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : - Penyelenggara€rn Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangal Daerah Kabupaten/ Kota

Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu

Pintu Dibidang Penanaman Moda-l yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda'l

2

3

4

5

6

I.APORTT EIXER.'A [lalAilll PBIIRIItTAS DIXAII ?EIIATAIAT IODAT DA! PEIIYTXAI. ?9IPADI' !lAt! !t*Tg X./TA IIIGAA
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BAB II PERENCANAAN KI}IERJA

Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.5. PerJanJian KinerJa Tahun 2or23

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Langsa Tahun 2A23 merupakan target kinerja tahu* Pertama dari
Renstra DPMPTSP 2023 - 2026 yang memuat sasar€rn strategis indikator kinerja

terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Berikut ini adalah sasaran kineg'a, indikator dan target yang akan

dicapai dalam tahun 2023:

Sasaran
Tabel2.4

Iadikator dan Tahun 2o23

Dalam mewujudkan Target Kinerja 2023 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa mendapatkan dukungan Anggaran

yang belum memadai dari Pemerintah Daerah. Meskipun masih banyak

tuntutan pelayanan publik yang belum terpenuhi dari segr sarana dan

prasarana, Namun begitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dari segi administrasi tetap menunjukkan kinerja Pelayanan Publik yang

sangat baik hingga mendapatkan penghargaan Menpan RB dengan predikat

tsAIK".

Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pinhr Kota Langsa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

ilo SASANAT{ II{DII(Afi)R TARGEI 2023
1 Meningkatnya Tata

Pemerintahan
Berorientasi Kinerja

Kelola
yang Nilai LHE SAKIP 68,80 Nilai

2 Meningkatnya Nilai Realisasi
Investasi yang Berskala
Nasional

Realisasi Investasi Rp.178.075.244.37O,-

-J M eningkatnya Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan
Jasa Usaha

Tingkat
Pertumbuhan

Peizinan
5,8 Persen

4 Meningkatnya Kualitas
Pelaya:ran Perizhra:r Indeks Kepuasan

Masyarakat
85 Indeks

I,.PORAIT XI*ERJA IXIYTAIY3I PEXEEIXIAII DITIAS PEXAI{AXAIT SODAL DAT P9I.AYAIAII TTRPADI' SATT' Fltl?g K TA I.AIIEgA
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Tabel2.5

Daftar Program Keglatan Dlnas Penanaman Modal Dan Pela5ranan Terpadu
Satu Pintu Kota ?ahun 2023

1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Rn. 3.106-615.085.-'-r'

2
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

412.847,-Rp.

3
Program Promosi Penanaman Modal

140.000,-Rp.

4
Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 4.340.000,-

5
Pro gram Pen gendalian Pelaksernaan Penanaman M odal Rp. 406.900.000,-

6
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal 140.OO0,-Rp.

JUMLAH Rp. 3.518.547.932,-

NO PROGRAM AN{IGARAN {Rpf

!.TPORAII XII{ERJA IIIS?AII3I PTEERINAIT DIXAS PEIIAITAUAX UODAL DAT PEITAYAITAjI ?ERPADU AATI' PItrg K TA IITIGSA
TAXUI Zr!3 27



BAB III AXUNTABILITAS KII{ERJA

3.1. Capalan KlaerJa Organlsasl

3. 1. 1. Kerangka Peaguturan KinetJa

Pengukuran kinerja digunakal untuk menilai keberhasilaa dal kegagalari

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkal pengukuran atas indicator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian fata-rata atas

capaian indicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkal dalam skala pengukuran

dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Kinerja Predikat Kinerja

Lebih 1OO Sangat Baik

76 s.d 1OO Baik

55 s.d 75 Cukup

Kurang dari 55 Kurang

Penetapan angka capaial kinerja terhadap hasil persentase capaian

indikato kinerja sasaran yang mencapai tebih dari 1OO7o termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 1oo. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase

capaian indicator kinerja sebesar 0.

3.1.2. Capatan ladllator KlaerJa Utama

PengukurarrCapaianKine{adilakukandengancaramemb€rndingkan
antara target capaian setiap indikator sasaran yang tela-h ditetapkan dalan

pedanjian kinerja dengan realisasinya.

Harus ditegaskan kembali bahwa dengan Sarana dan Prasarana yang

belum memadai dinas penanaman modal dituntut untuk mampu memberikan

kinerja, namun begitu pada tahun 2023 kinerja DPMPTSP dinyatakan berhasil.

Hal ini dibuktikan dengan kemampuan DPMPTSP dalam menjawab

tantangan-tantangan yang diberikan dalam hal pelayanan publik oleh

I.tlolArattEE.'A![rll!rtlBrr"AgDltrlrtlr.r^I.r@rLD.rlEA'lllrr'l'.DolAlol'rtl,f,(/I I.'CA2a

3AB III
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BAB IIT AKI'NTABILITAS KINERJA

ombudsman dan MENPAN RB. Kemudian dalam hal pencapaian indikator

kinerja dari 4 indikator kinerja terdiri dari 4 sasaran kinerja dinyatakan

berhasil.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sebagai berikut :

Tabel3.1
Capalan KlnerJa DPMPTSP Tahun 2023

3.1.2.1. Sasaran 1: Meniagkatn5ra Tata Kelola Pemetintahan yang

Berorlentasl KlnerJa

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

berorientasi kinerja dibutuhkan peran dari seluruh pemangku Jabatan.

Pada Tahun 2A23 Tata kelola pemerintahan yang berorientasi Kinerja

memperoleh capaiannya sebagai berikut :

3.L.2.2. Sasaran 2: Mealngkatnya ltilai realisasi Investasi fang BersLola

![aslonal

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan nilai investasi dibutuhkan

peran dari seluruh pemangku Jabatan. Karena dalam hal menarik investor

bukan hal yang mudah, dibutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah. Banyak

I.APORA]T EIITERJA IIT3TAIIAI PEXTRII{IAII DIITAIS PEI{AXAXAII SODAL DAX PEIAYAITAX IERPADT' sAAl, P!.{TU EOTA tI!{GgT

l{o Sasaran IndiLator Target Capalan
2023

1

Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Berorientasi
Kinerja

Nilai LHE SAKIP 68,80 Nilai

2
Meningkatnya Nilai Realisasi
Investasi yang Berskala Nasional Realisasi Investasi Rp.178.075.244.37O,-

3

Meningkatnya Penerbitan
Periirnan dan Non Perizinarr
Jasa Usaha

Tingkat
Pertumbuhan

Perizinan
5,8 Persen

4
Indeks Kepuasan

Masyarakat
85 Indeks

IIEDI!{ATOR
TARGET RTALISASI

CAPAIA!{
2022 2A23 2022 2023

Nilai LHE

SAKIP
68,50 Nilai 68,80 Nilai 68,57 Nilai 68,80 Nilai lOOo/o

TAEITX 2(,23
2{)

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan
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faktor-faktor pendukung yang memang harus dipenuhi untuk menggiring

investor masuk kesuatu darah, diantaranya adanya kawasan industri dan faktor

keamanan.

Pada Tahun 2023 dapat dijelaskan investasi Kota Langsa dan capaiannya

sebagai berikut :

Berdasarkan Data LKPM Online Tahun 2O23

3.1.2.3. Sasaran 3: MenlngLatnya Penerbltan Perlzlnan dan l{on Pedziaan

Jasa Usaha

Jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha merupakan salah

satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pada Tahun 2023 dapat dijelaskan tingkat pertumbuhan perizinan dan

capaiannya sebagai berikut :

KETERANGAI{ Tahua 2022 Tahun 2023

Jumlah Perizinan 2.742ltan 6.537 IdrL

Berdasarkan Data darz OSS-RBA Bidang Tatwn 2023

Berda.sarkan Data dari OS*RBA Bidang Talun 2023

Rumus mencari Pesentase kenaikan Realisasi Periztnart

Nilai akhir-Nilai Awal , ^A^,= 

- 

x LUUU/a
Nilai Awal -

_ Iumlah Perizinan Tahun 2023-lumlah Perizinan Tahun 2022 X L00o/o
f umlah Perizinan T ahun 2O22

6.537-2.742
= 

-x'1,00o/o

2.742
LAtrOIU.f, XilUN.IA If,s:T.IlaI PE.f,ERII(TAS DIITAA PITAtrAXAIT IODAL DAX PELAYIITAI! TERPADU AAIU PITTT' BOTA I,IGsA

"AEI'T 
2['}3

TARCET G6 ll latat
l{LE lt!.lilli.Dl

20.22 2o/23
CAPAIAIT

IITDTffiA

TOR 2422 2o/23

788.613.389.070 498.582.301.598 10cp./o
Realisasi

Investasi
169.5S5.470.829 l78.a75.244374

INDIITATOR TARGEf RTALISASI CAPAIAN

Ting!<at Pertumbuhan

Perizinan
5,8 Persen 138,40 Persen 100%
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- 4A?

- !": x L00o/o
2.742

= L,3B40x L00o/o

= 138,4Ao/o

3.L.2.+. Sasaran 4: Meningkatnya lEualitas Pela5ranan Perizinan

Upaya Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat

mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dari hasil Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakan dari 100 lembar survey yang

dibagikan kepada masyarakat mengurus izi:r, maka 100 responden memberikan

penilaian yang rata-rata sangat baik hingga capaian SKM dapat dikatakan

berhasil LOQo/o

Capaian sasaran peningkatan diukur dari indikator Survey Kepuasan

Masyarakat dengan Target dan Realisasi sebagai berikut:

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Survey Kepuasan

Masyarakat antara lain meningkatkan mutu layanan sesuai dengan unsur -

unsur yang dinilai dalam SKM.

Pemohon izrn yang diminta untuk mengisi kuisioner suvei kepuasan

masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 100 orang. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Pen5nrsunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Survei

kepuasag masyarakat dapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Langsa secara keselumhan memperoleh nilai rata-rata 3.23

atau nilai IKM 89,75 dengan katagori A predikat Sangat Baik seperti Tabel

dibawah ini :

LAPORA!5 IgilER.IA IfslIAflSI PEXERIISTAE DINAS PErAICA.IAI XODAL DAf PELAIAITAT TERPADL SAfll Pgffu KOTA Lar{}sA

Indikator
Target Realisasi

Capatan
2022 2023 2022 2023

Persentase

Jumlah IKM

yang diterbitkan

96,15

Indeks

B5

Indeks

96,15

Indeks

89,75

Indeks
lOOo/"

TAHI'T 2()23
.,I
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Tabel3.2
Hasil Sunrey Kepuasaa Mas;rarakat

Pada Dlnas Penaaamaa Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu
Kota Tahun 2o.23

Berdasarkan Data SKM DPMPTSP Kota Langsa Per September Tatatn 2023

Rekapitulasi hasil SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023.

ReLaprtuJffffif* vt 2023

rJtPORAJtr SUSTR.IA tTgTAflSI PEUERIISIAII DITAA PETANAIAIT IODAL DAX PETAYTITAS TERPADU IIATT' PIHTI' EOTTA TAXGSA

I$ilei Rata-rataNo Unsur Yang Dintlat

3,561 Persyaratan

3 45,2 Prosedur

3 323 Waktu Pelayanan

3,504 Biaya I Tarif

3,67Produk Pelayanan

3,496 Kompetensi Pelaksana

3,71Perilaku PeiaksanaI

3,96Penanganan, Pengaduan, Saran dan
Masukan

8

3,689 Sarana dan Prasarana

}IOMOR NILAI UNSUR
RESPOHDETf U1 v2 U.} UI U5 U6 v7 U8 U9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 3 3 4 4 3 4 4 4

) 4 a 3 4 3 4 4 4 4

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4

4 4 3 3 3 4 4 4 4 4

5 4 3 )J a 4 4 4 4 4

6 4 4 3 4 4 4 4 4 4

7 3 3 4 3 4 3 4 4 4

8 4 3 3 4 4 3 4 4 4

9 4 4 3 3 4 3 4 4 4

10 4 3 3 4 4 4 4 4 4

11 3 3 3 4 4 4 4 4 4

12 4 3 3 4 3 3 4 4 3

13 3 3 4 3 4 4 4 4 3

TAIIUX 2OI3
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74 3 4 3 +

15 .) 4 J 4 4 J 4 4 4

16 J 3 J 3 3 3

17 3
18 4 3 4 4 3 4 4 4

19 4 3 J 4 4 4 4 4

20 4 4 3 ,4. 4 4 4
o1 3 .) J 4 4 4 4 4 4

22 4 4 4 4 4 4 4 4

23 4 3 4 3 3 4 4 4

24 3 4 4 3 4 4

25 4 4 4 4 + 4 4

26 4 3 3 4 4 4 4 4 4

27 4 3 4 3 4 4 4 4

28 4 3 J 4 4

29 4 4 4 4 3 4 4
430 4 4 3 J 4 4 4

31 4 J 3 4 3 4

3 4 3 3 3 4 3

JJ 4 4 3 5 J 4 4

34 4 J 4 3 4 4 4 4

35 3 J 3 4 4

36 3 4 4 4 4 4

J 4 4 3 4 4 4

38 3 J 4 4 3 4 4 4

39 4 3 4 4 3 4 4 4

40 3 3 J 4 3 4 4 4

47 4 4 4 3 4 4

42 4 3 + 4 a + +

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4

44 o 4 3 3 3 4 3

4 4 -1 3 J I 3

46 4 3 4 4 4 4

47 3 3 4 3 4 3 4

4 4 3 4

49 4 4 4 4 3 4 3

50 3 3 J 3 3 5 3

<1 4 4 4 3 4 4 4

52 4 3 4 4 4 4 4 4

53 4 4 4 4 4 4 .+ 4

54 4 3 4 4 3 4 3 4 4

55 4 3 4 4 4 4

56 4 3 4 4 4 4 4

BAB III AKI' TABILITAS KINERJA

LIIPOiA|. XIEER.'A !!'!'T'IAI FEIARTX'AI DI!{AS PETAIIAIAIT IODA' DAt' PEIAIAI'AX AEf,PAIX' SAfU PIT I EOTA IIXG3A
TAIIfi 2023

c

J 4

3
,2

o

4 4

J

3

4

4

4 4

1,7 4

3 3

45

4

3

4
4

4
4
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57 + 1 J + 4 + I + 4

I.ABORAIT IUCERJA IHAIAITSI PEITRIIITAII DIITAA PEXA!{AIAT SODAL DATT PELIYATTAII TERPADII SATU PITTU KGTA L{XGAA

4 33 4 4 4 4 458 4
4 44 4 4 4 3 359 3

\,,\, n+ C
rJ

o
J

t.J DJ +A*
4 4 4 4 361 4 4 3 3

4 4 34 3 4 3 4 462
? 3 A 4 4 .)a

J 3

3 3 3 4 33 3 3 364
4 43 3 .) 4 365 3

32 3 4 4 4 466 4 4

3 3 4 34 3 3 367
4 4 33 3 3 368 4 4

4 3 4 4 33 4 3 369
4 4 4 33 3 3 4 470

34 4 3 34 3 37L
4 33 3 3 372 3 3 3

3 4 34 3 3 373 3 4

3 3 3 4 33 3 3 374
4 44 4 4 475 4 4

44 3 4 43 4 4 376
4 4 44 3 4 4 377 4

44 4 3 44 3 4 378
3 4 4 43 4 4 379 4
3 4 3 44 3 4 480 3

4 4 44 3 43 3 381
44 3 4 43 3 3 482

3 4 43 4 4 483 4 4
4 44 3 43 4 4 384

J 4 4 34 c .t.t 4B5 +

3 4 44 3 44 386
44 4 44 3 3 387 3

4 1 4 3.+ 488 3 4
3 4 43 4 34 3 489

44 3 4 43 4 3 490
4 4 A*4 J 44* n+ J91

44 4 4 43 4 492
4 4 4 44 3 493 4 4

4 4 44 4 43 3 494
4 44 4 3 44 3 495

44 3 4 43 3 396 3
3 3 4 44 4 44 497

4 4 43 3 4 34 398
44 3 3 43 399 4

TAfiUT 2OB 34
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100 4 4 J J + + J + I

Ul - U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

NRR = Nilai rata-rata

IKM = Indek Kepuasan Masyarakat

-*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang

-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per = Jumtah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisioner yang terisi

NRR Tertimbang = NRR Per Unsur x 0,1 1 L per Unsur

IKM UNIT-PE_LAYA.JIIAN 
. 
:

Mutu Pelayanan:

A (Sangat Baik) : 88,31 - 1OO,0O

B (Baik) : 76,6L - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 -76,60
D (Tidak Baik) : 25,O0 - 64,99

I.]I^DOEAI{ XITTEPJA IHA?AXAT PEXERII|T.TJ DIIIAA PEITAIIAUAX HODAL DAX PELAY.{LIT TSRP.TDA SATtr PI]r'I' 
'tO?A 

LTTGSA

349 371 396 368I
Nilai/Unsur 356 345 332 350 367

3,49 3,71 3,96 3,68NRR/Unsur 3,56 3 45 3 32 3,50 3.67

*l 3,294NRR
Tertbg/Unsur

*l 89,75I(M Unit Pelayanan

No T'NST'R PELAYAT{AT{ NILIU RATA-RATA

U1 Persyaratan 3 56

U2 Prosedur 3,45

U3 Wal<tu Pelayanan 3 32

u4 Biaya / farrf 3,50

U5 Produk Pelayanan 3,67

U6 Kompetensi Peiaksana 3,49

U7 Perilaku Pelaksana 3,71

U8 Penanganan, Pengauan, Saran dan Masukan 3,96

U9 Sarana dan Prasarana 3,68

TATII'T 2O'XI
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Tabel. 3.4
Iadeks Kepuasaa MasSrarakat (II{MI

Dlnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa Tahun 2023

Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2

0 Orang
O Orang
13 Orang
6 Orang

67 Orang
t4

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dibandingkan dengan target 2023

!rILAT INDEKST
MASYARAI(AT IIIM

I(EPUASAN

89r75

No. UNSUR PELAYANAN NRR

Ui PersYaratan 3,56
U2 Prosedur 3,45
U3 Waktu Pelayanan 3,32
U4 Biaya / Tarit 3,50
U5 Produk Pelavanan 3.67
U6 Kompetensi Pelaksana 3,49
U7 Perilaku Pelaksana 3,7L

UB Penanganan, Pengauan,
Saran dan Masukan

3,96

U9 Sarana dan Prasarana 3,68

LAYANAII PERIZINAI{

RESPONDTN
100 Orang
< 25 Tahun
26 sld 35 Tahun
36 s/d 50 Tahun

>50 Tahun

= _ Orang
= 69 Orang
= 31 Orang
= - Orang

Jumlah
Umur

Jenis
Kelamin Laki - laki

Perempuam
= 45 Orang
= 55 Orang

PNS
TNI
POLRI
Swasta
Wira Usaha
Lainnya

= 19 Orang
= 7 Orang
= 9 Orang
= 8 Orang
= 1O Orang
= 47 Orang

Pekerjaan

Tahun 2O23Periode Sunrei BIILIL d

Indlkator
Target Realisasi

Capaian
Iudikator

2022 2023 2022 2023

Persentase

Jumlah IKM

yang

diterbitkan

96,15

Indeks

85

Indeks

96, l5
Indeks

89,75

Indeks
100% Tercapai

!.]rl}OEA!I I<IITERJA II{s?A!CAI PEUERI!{T.1II }t,qAS PE!'A.!I'Elll XODAI- DAX PEIJTYAI*AH 
'ERPADE 

SATI' ?!!{?E KO?A LAXGSA
tArrlnt anxl 36
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3.1.3. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahua Ini
Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan

kegiatan yang telah diuraikan dalam perjanjian kerja tahun anggaran 2423,

berikut disampaikan Target kinerja dari tahun 2023.

Tabel 3.5

3.1.4. Perbaadingan Realisasi KiaerJa ?ahun 2022 dan 2O23

Pencapaian realisasi kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2023, dapat

dilihat perbandingannya dengan tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi

138,40 Persen

LAPOR/IIS EXERIA MSTAXSI PEXERII(IAII DM-+S FEXAltAXltIl XODAL DAIC PELAYAICAI ?E^qPADL SATII PIffU t(OfA I-ATCSA

TARGEI

2023
Indikator KtnerJa

2022
No

68,80 Nilaii Nilai LHE SAKIP 68,50 Niiai

Rp 178.075.244.37O2 Realisasi Investasi Rp 169.595.470.829

5,8 Persen3
Tingkat
Pertumbuhan
Perizinan

4,5 Persen

85 Indeks4
Indeks Kepuasan
Masyarakat

96,15 Indeks

Reqllsasl

20232022
l{o Indikator kinerJa

68,57 Nilai 68,80 NilaiNilai LHE SAKIP1

Rp.498.582.301.598,-Rp.178.075.244.37O,-, Realisasi Investasi
PertumbuhanTingkat

Perizinan
5,8 Persen?

89,75Indeks96,15 Indeks4
KepuasanIndeks

Masyarakat

TAIIIIX 2{v23
37



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.5.Analisa Peayebab Keberhasilaa/Kegagalaa Atau Peairgkatan/
Penunrnan KlnerJa Serta Alternatif Solusi yang Dilakukaa

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan,

memasuki tahun 2023 secara umum DPMPTSP Kota Langsa masih dihadapkan

pada berbagai masalah dan tantangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang

membutuhkan waktu dalam hal penyusunzul dan penerapannya;

2. Belum terpenuhinya keseluruhan regulasi yang melindungi proses

pelaksanaan (input) dan hasil (output) dari pelayanan perijinan/non perijinan;

3. Kurangnya kapasitas, kualitas dan profesionalisme SDM yang melakukan

pelayanan perijinan dan non perijinan;

4. Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait dengan Dinas

Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses

penyelesaian dokumen perijinan / non perij inan termasuk pengawasannya;

5. Belum optimalnya sarana dan prasarana ],ang memadai untuk proses

kelancaran pelayanan perijinan / non perijinan ;

6. Belum optimalnya proses evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap

objek-objek perijinan/non perijinan di Kota Langsa baik yang telah memiliki

ijin maupun belum memiliki ijin.

7. kurangnya pemahaman tentang maksud dan h-rjuan pembentukan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik pada masyarakat

maupun di level Pemerintahan sehingga sering terjadi kesalah paharnan

menafsirkan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Penganggaran yang tepat sasaran sangat mendukung untuk tercapainya

target inerja. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Langsa belum memperoleh anggaran yang ditetapkan dalam program

kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional

Untuk kedepan diharapkan pemerintah Kota Langsa agr dapat

memenuhi kebutuhan Penganggaran bagi bidang-bidang yang ada pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar capaian kinerja

mampu meningkat lebih baik lagi.

Sarana dan prasarana juga sangat mendukung untuk tercapainya target

kinerja, dalam kondisi yang sangat terbatas Dinas Penanaman Modal selalu

IrtlrORAlI XItrER.rA trtStA}tAI PEUERILf-{!I DtltAA PEEAflAIAU XODAL DAI{ PEIJTYAIIAX TERPADII SATL PI}TI} IiO?A I-rxGsA
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berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam

pemerintah Kota Langsa. Dalam hal sarana dan prasa.rana meja, kursi, tempat

arsip dan tempat kerja serta komputer/printer sangat terbatas pada dinas

penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk kedepan dimohon

perhatian khusus dari Pemerintah Kota Langsa agar Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih menjalankan perannya

dimasyarakat dan Pemerintah Kota Langsa.

3.1.6. Anallea Atas Ef,easl Pengguraar Sunber Da5ra

Elisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu

proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya

dikatakan semakin elisien.

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Langsa diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 3.518.547.932,- (Tiga Milyar

LimaRatusDelapanBelasJutaLimaRatusEmpatPuluhTujuhRibuSembilan
Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:

1 ). Belanja Pegawai senilai Rp. 2.42 3.7 I l. 194,'

2). Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.1'O48'O56'238,-' dan

3). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.46'78O'50O'-

Lebih jelas pos belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Tahua 2O23

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase belanja pegawal

adalah 68,88%, belanja barang dan jasa sebesar 29,79o/o dan belanja modal

sebesar 1.33% dari total anggaran tahun 2023

Jumlah Aiggara (RP)UralanNo
3.5L8.547.932,-BEI,/INJA DAERAH

Bela{a OperaslI 3.471.767.432,-

2.423.711.194.-Belanja pegawai

1.o48.o56.238,-Belanja Barang dan Jasa

46.780.500,-Belaoja Operasl')

46.780.500,-Belanja Modal Peralatan dan Mesin

tAPrOBAl.BrtaEi.rAltf8llr$PtlrDitltArrDU$Art!:irxatro!t&DA.rPAAirIAr.IEIPADUAAtOPlIfrgBdlalrlc'aItErrt 2&!3
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Eelanja pegawai sebanyak 68,88% tersebut berupa Gaji Pegawai dan

Tambahan Penghasilan Pegawai. Belanja barang dan jasa sebanyak 29,79o/o,

terdiri atas belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor yang menunjang proses pelayanan perizinan, DAK Non

Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan kegiatan rutin lainnya serta belanja modal

L,33o/* terdiri dari belanja modal mebel, belanja modal alat pendingi:e, belanja

modal personal computer, belanja modal peralatan personal computer dan

belanaj pemeliharaan bangunan gedung.

Berdasarkan uraian belanja tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa telah

melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada untuk rnenr-rnjang kegiatan

pelayanan perkantoran. Mengingat sebagian besar belanja merupakan belanja

pegawai.

3.L.7.Analisa Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasllan Ataupun

Kegagalan Pencapalan KinerJa

Pada tabel 3.9 dapat dilihat realisasi pencapaian kinerja yang dicapai

pada tahun 2023. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggararl 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota l"angsa

adalah satuan kerja yang melakukan tugas pokok dan fungsi utama melakukan

pelayanan izir: dan non iiar: berdasarkan pelimpahan kewenangan. Dalam

melakukan pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, diperlukan sarana dan

fasilitas yang memadai agar visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan

tercapai. Sarana dan prasarana ini terdiri : Gedung kantor yang memadai, alat

tulis kantor yang mencukupi, perlengkapanlperalatan kantor yang memadai,

dan anggaran untuk perjalanan dinas yang mencukupi.

Dari perjanjian kerja tatrun 2023, ditetapkan program dan kegiatan untuk

pencapaian target kinerja dengan realisasi yang baik, sehingga kegagalan seca.ra

signifikan dapat dikatakan tidak ada.

3.2. Reallsasl Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, maka dapat dilihat

pada tabel berikut mengenai realisasi arlggaran sebagai berikut:

Lttt'oRA!{ Ilrt{En.ra txsraxsr pEreRurrag DrnAs pEr.trrrxalr xoDAL D x PEraYAirax TEBPADT, ltaru Prrrlt EGTA LAxcsa
TAIIUT 2IYI3 +o
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Ytatr 3.t
PEriaIIfiAHA{ rOrA IIIES

DSIAS P[MIlllII MOO L O t{ PEtlYAr{At{ lERPlDl.t S ru Plt{ru X]OTA llll€Sl
l"FO*/91 l€ttrtl6a ri{GGrErX tE EPlTlr{ N EtI{ll lllEB }l

Ti}IISI A IGGARAfl AE3
01j.nu4i 2OZ3 S.meri 31 De.€rEbe. 262:t

xode Relcnil!3 URAIAI\I AiI6GARAII REAlJSASI Z}23 *2023 aEAUSASI 20?2

I 3 4 sa(4/31'lrx! 5

BELAITJA OAERAH 3.S13.51t7.932 l.rEl-166.*I9.(xt 9&9{ 3.i|81.829.241,00

5-l BEIA IAOPERASI 3-t7Lr67.{:}' L]r.152339,00 9&33 3-a8l-323ltitrll!

5.1.01 Belania Pe8awai 2.423.711.194 2.406.789.59t,00 99,3O 2.613.E7E.425,00

5.1.01.O1 Belanla Gali dan Tuflr.ngan ASta 1.541.511 .249 1.s42.rtElr.O33.0O 1.686.OE3.274.00

5.1-O1.OLO1 Setania 63, Pd(o& A5N 1, 19(012.049 1-192.2OILZJ4E 993s L27q051j00,m

5.1,01.O!.01.0001 B€lania 6rii Potok P 5 1 19,!.022 089 l_ 192-?04.744.00 99.85 1279-051.300.m

5.1.01,01.O2 gclanir Tulri.flg.'} l(.lu6r8. As,lt 84.099.49s 83.951,076,00 99p2 9 / .453.928,00

s.1-01.01.O2.flb1 Eebnja TsrFrEan f'sfuerga FtlS u.499.495 E3.951.076,00 99,42 97.{S3.928.m

s.1.o1.o1.ol E€lanF Tuniangart ].batan ASN 136.932.827 116.670.mo,00 9931 159. 1t9.79s,S

s.1.01.0i,03.&301 B.lanF lunia.Ean Jabetan Pl{s 136.932.8?7 13A670.ea0,00 9t 61 159.r)3-735,m

5.1.O1.O1.05 aelerla IuniifiSed Futtasionel urL AS'I 32.983.115 32.825.m,m 99,52 30.230.(m,@

5.L01.01,05.0001 g€hnia TunialEtn tulssional Umwr PHS 3L98t.115 3A825.000.00 99,52 lo.2:o.000,s0

5.1.01.01.05 Seirrir r,unitrE n Saras As 56.305.993 55. 197.920,00 99,41 5,1.3Ot.960,00

5.L01.O1.06.0001 gclrnj! TunirrRtn 8116 PliS 55.305.993 56.197.920,00 99,81 64.308.960,00

5.1.01.01.07 Behris TunjEogEo PPMfuoiEl€E(l Khuius ASN 7181-3{6 6.001.830,00 5-435.948,m

s-1-o1.01.o7.0001 B€Lnts Tuntsrtr'r PPhfroni'lt n l(hult,s Ptts 7.143.45 6.001.830.00 83.55 5.r3s.944,{x}

5.1.O1.01.08 EeLnF PerBblLtrn Grji A'N 2t.993 1&456,00 16,97 1&942,€O

5.1-01.01.08.0001 gchoj, Prmbuittln Grii PNS ?3.993 18.45000 76,92 18.9.2,&

5-!-01.0L09 aeboja turar rarrin xE"ttatan AStr 26119-140 14-845.943,m 95,13 39.992.r$,S

5.1.01.01.09.0001 B€lanJa luran Jamlnno fe5ehatnt P S 25.119.140 74.846948.@ 95.13 39.992.t*.fr

s-1,o1.o1.10 telani, turan Jamirian r€el.fatn X€ria As!{ 2.492.743 2_443.2S5.m 9E,41 2_610.53.4

5.1.O1.01.10.0s1 lu.an Janrinan (e<r{ahac (etia PN5 2.4A2.741 2-rt43.25t@ 98,41 2-610.511,00

5.1.01.01.11 gebnia lur-an Jamioan Xerratbo ASfl 7.394.508 7.329.914.m 9,13 7.A31.67r,00

5.1-01.O1.11.0m1 krran .lemiorn Y€matiao Pl{s 7394.50A 7129-E1,r,0O 9l),13 7 .t31.578,00

s-1,oL02 Tambahan PetlShsit8n ASI'I 86t-763.915 95J,900-s55.00 98,63 91t,7!'s.t5lm

4lIIFC.I EIrEt.rE tgrrE Da.. }tr.Iltrrr D3.r DtI tIlrllrr 
'EIEE 
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5,1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keda ASN 302.125.096 98,64 307.894.261,m

5.1,01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarlah Eeban Nerja PNS 302.125.096 98,64 307 .894.261,@

5.1.01.O2.O3 Tambahan Pen8hasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 95.205.379 98,65 81.817.061,m

s.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkah Kondisi Keria PNS 95.205.379 93.925.275,00 98,66 81,817.061,00

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarlan Prestasi Keria ASN 467.433.470 460.955.611,m 98,61 529.083.829,00

5.1.01.02.05,0@1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Keria PNS 467.433.410 460.955.611,00 98,61 529.083.829,m

5.1.01.03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Ob,ektif Lainnya ASN
11.400.000 100,m 9.0O0.000,m

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.400.000 1m,m 9.000.000,m

5.1.01.03,07.0001
Belanja Ho.orarium Penanggungiawaban Pengelola
(euangan 11.400.000 1m,m 9.000.000,m

5.1.02 Belanja Barang dan J.sa 1.048.056.238 1.O21 .663.241,@ 98,05 867.950.819,m

s.1.02.01 Belania Barang v2.446.738 96,m 139.184.135,00

5.1.02.01.01 Selanja Barang Pakai Habis 172.446.734 96,00 139.184.135,m

5.1.02.01.01.0m4 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.927.000 100,00 6.865.115,m

5.1.O2.O1.01.0012 Belanja gahan-Bahan [ainnya 6.094.623 100,00 6.077.5m,m

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku CadangAlat AnBkutan 4.750.O97 0,00

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang [ainnya 634.028 0,00

5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk l(eSiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

40.668.438 100,m 55.758.520,m

5.1.02.01.01.@26 Belania Alat/Bahan untuk l(egiatan l(antor- Bahen Cdak 45.796.L52 41,20 35.955.800,m

Belanja Alat/Bahan uhtuk Ketiatan Xantor-Benda Pos 2.750.000 1m,m 2.000.m,m

5.1.02.01.01.OO31 Belania Alat/8ahan untuk Kegiatan (.ntoFAlat listrik 4.r74.9@ 99,98 3.180.1m,@

5.1,02.01.01.0036
Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlaVBahan
untuk Kegiatan l(antor Lainnya

21.504.000 100,00 0,00

5.1,02.01.O1.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 30.783.5m 97,O5 25.971.Om,@

s.1.02.01.01.0053 B€lania Makanan dan Minuman Jamuan lamu 4.400.000 100,m 2.376.m,oo

5.7.O2.O2 Belanja Jasa 554.188.215 97,80 536.614.159,m

s.1.02.o2.01 Belania Jasa Xantor 404.883.215 97,22 389.789.159,00

5.1.02.O2.O1.0003
Honorarium Narasumber atao Pernbahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia

37.0m.000 1m,m 35.500.m,00

5.1.02.O2.O1.0006 Honoradum Penyul!han atau PendampinSan 41.280.m0 100,m 38.{n.0@,00

5.1.02.02.01.m26 gelania Jasa Tenaga Administrasi 57.600.0m 57.600.000,m 100,m 67.8@.mO,0o

5.1.02.O2.O1.m27 Belania Jasa Tenaga Operato. Komputer 5.000.000 100,m 6.m.m),m

5.1.02.02.01.m28 Eelanja lasa TenaBa Pelayanan Umum 132.600.000 100,m 132.6m.@O,@

5.1.02.02.01.m29 Belanja rasa Tena8a Ahli 1.500.000 1.500.000,00 1m,00 18.000.000,m

5.1.02.O2.O1.m30 Belanja jasa Tenaga Kebersihan 10.2m.o00 100,00 10.2@.OOO,00

ELAPORATI KIIIER]A ITISTANSI PEIiIERINTAI{ DIiIAS PE}IAT{/II{AT{ I{}OAL DAII PELIYAIIAI{ TERPADU SATU PII'TU KOTA I..AIIGS/I
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298.O19.579,m1

298.O19.579,m1

93.925.275,m1

l l .40o.ooo,ool

11.400.0OO,m1

11.400.0m,m1

165.587.136,m1

165.587.136,0O1

9.927,OOO,ml

6.O94.523,m1

4.750.097,m1 1m,00

534.028,m1 1m,m

40.668.438,m1

10.801.3 50,m1

5.1.02.01.01.m27 2.i50.@o,@l

4.17S.rm,ml

21.501.@,@l

29.S75.m,m1

4.4m.m,ml

542.O21,7S1,@l

393.611.781,m1

37.OO.Om,ml

41.2SO.@,@l

6.m.m,ol

132.6m.m,m1

10.2@.OOO,ml



5.1.02.02.01.m31 Belanja Jasa Tenaga l(eamanan 14.400.000 14.iloo.0OO,m 100,00 14.400.000,00

5.1.02.O2.O1.m39 Belania Jasa Tenaga lnformasidan Teknologi 18.mO.OOo 18.0m.om,m 100,o0 0,m

s.1.02.02.01.0os9 Belanja Tagihan lelepon 1.200.000 739.400,m 667.000,00

5.1.O2.02.01.OO50 Belanja Tagihan Air 7.522.407 1.031.700,00 67,77 7.530.500,00

5.1.02.02.01.m61 Belanja lagihan Listrik 12.960.'tSa 63.963.381,00 a7,67 51.256.309,00

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lhternetffv BerlanEganan 8.830.050 7.637.$O,OO 46,49 6.448.250,00

5.1.02.O2.01.m67 Belanja Pembayaran Pajak, gea, dan Peizinan 1.790.000 1.659.800,00 92,73 987.100,00

5.1.O2.O2.12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

serb Pendidikan dan Pelatihan
149.305.000 148.410.(m,00 99,N 146.825.000,m

5.1.02.02.12.0002 Eelania Sosialisasi 16.405.OOO 15.810.OOO,00 96,31 14.195.Om,m

Belanja Bimbingan Teknis 132.900.000 132.6m.000,m 132.630.000,m

5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5a.a55.OOO s8.761.350,OO 99,44 51.938.525,m

5,1.O2,O3.O2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.840.OOO 11.825.9m,m 99,88 11.561.215,00

5.1.02.03.02.0036
Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor- Kendaraan Bermotor Penum pang
0 0,00 0,00 5.308.515,00

5.1.02.O3.02.OO38
Selanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-l(endaraan Bermotor Bercda Dua

0 0,m 0,00 1.398.400,00

5 1 02 03 02.0114
Selanja Pemeliha6an Alat Kantordan Rumah Tangga-Alat

Rumah Tangga-Mebel
640.mo 640.mo,00 1m,00 0,00

5.1.O2.O3.O2.OL21
Belania Pemeliharaan Alat Xantordan Rumah Tan€ga-Alat

Rumah Tangga-Alat Pendingin
4.2@.OO0 4.192.9m,m 99,83 2.319.9m,m

s.1.02.o3.02.0405
Belania Pemeliharaan Komputer-Nomputer Unit-Pe.sonal

Computer
5.000.000 4.993.000,00 99,86 2.534.1tO0,m

5.1.02.03.O2.0409
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan (ompuier-

Peralatan Personal Computar
2.000.mo 2.000.mo,m 1m,m 0,00

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47.O15.000 46.935.450,m 99,83 40.377.310,m

5.1.02.03.03.0001
Belanja Pemelihataan Eangunan Geduhg-Eangunan

Gedung Tempat Xerja-Bangunan Gedung Kantor
47.O15.000 46.935.450,m 99,83 rto.377.310,m

5.1.02.04 262.526.285 26L.292.97 4,@ 140.214.@0,@

5.1.02.04.O1 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 262.526.285 261.292.914,6 140.214.000,m

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.814.285 143.441.914,@ 99,7 4 52.891.0@,m

5.1.O2.04-O1-Om3 Belahja Perjalanan Dihas Dalam Kota 118.712.0m 117.851.m,m 99,27 87.323.C[r,m

.IUMI.AH SEI.ANJA OPERASI 4.47L.767 .432 3.4.452.839,m 98,93 3.441.829.2i14,OO

5,2 BELAI{JA MODAL
'16.780.500

46.714.0m,m 99,86 0,00

5.2.O2 Beianja Modal Peralatan dan Mesin 46.780.500 46.714.000,OO 99,86 0,m

5.2.02.05 Belanja ModalAlat Kantor dan Rumah TanESa 26.580.500 26.529.U)O,m 99,81 0,00

5.2.02.O5.O2 Belanja ModalAlat Rumah Tantta 26.580.500 26.529.m,00 99,81 0,m

5,2.O2.05,02.0001 gelanja Modal Mebel 11.280.500 11.266.500,m 99,88 0,m

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.3m.000 15.262.500,00 99,75 0,@
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61,62

5,1,02.02.12.0003

Belania Periatanah Dinas



5,2.02.10 Eelanja Modal l(omputer 20.2m.000 20.185.0@,@ 99,93 0,00

5.2.02.10.01 Belanja Modal l(omputer unit 15.0m.000 14.985.000,m 99,90 0,m

5.2.02.10.01.0002 15.000.000 14.985.000,m 99,90 o,00

s.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 5.200.000 5.200.000,00 100,00 0,m

5.2.O2.10.02.OOO3 Belanj. Modal Peralatan Personal Computer 5.200.000 5.200.000,m 100,00 0,m

JUMI.AH EEI.ANJA MODAL 45.780.500 45.714.Ofi),OO 99,86 0,00

JUMTAH BEI.ANJA 3.518,547.932 3.ir81.166.839,00 98,94 3.48L.429.244,@

SURPLUS/DEFISIT (3.518,5i17,9321 (3.'181.156.839,m) 98,94 {3.1r81.829.2it4,0O)I
Xota lan€sa, 18 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan satu Pintu Kota Langsa

RUSU

NlP. 196704061996031003

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam NeEeri

ELAPORAN KINERJA II{STA'{SI PEIiERII{TAI{ DIMS PEiIAI{A}I'U IT'OAL DA'I PELAYAIII'I TERPADU SATU PINTU (OTA LAIIGSA
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Belanja Modal Persona I Com puter
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+.1. Ilcsimpulen
Lapora* Kine{a Insta*si Pernerintah atau yang dieingkat LKIP mempakan

bentuk kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaafl anEBararl. Hal yang terpenting

ciaiam LKIP hasil dari pengukuran kinerja dan evaluasi secara keselumhan serta

serl&ran, target, indikotor dan program serta kegiatan yc.ag telah ditetapkaa

d*lam perjanjian kerja. Diawal lapor*a ini telah disempaikan bahrp'a

penyusunan LKIP ini merujuk kepada peraturan MENPAN RI Nomor 53 T'ahun

2014, sehingga foruat tulisan dan isi disesuaiktu!.

Menyimpulkan isi dari LKIP Dinas Penanamanr Modal dan klayanan
Terpadu Kota Langsa Tahun Anggaran 2023. disampsikan beberapa hat sebagai

be-rikut:

4.1.1.C&pafalt

Secara keselunrhan capaisn kinerja Dinas fbnanernan Modat defi

Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu Kota tangsa teiah memenuhi rarget.

{. 1.2. Raa$rari rlngaran
Dapat dilihat bahwa pada tahun 2A23 Dinas Penanaman Modet den

Fela5ranan Terpadu satu Pintu Kota Langsa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggeran (DP{ memperoleh Alokasi Anggaran r.rntuk pelaksanaan progreJm dan

kegiatan dan Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi furggaran tl.Rrt
tatrun 2023 adalah 98,9496.

*2. tuafued dr' gqltra

Berdasarkan uraian sasaran strategis, indikator kinerja target dan

realisasi Anggararr yang telah dir:raikan dalam LKIP Dinas Fenanaman Madd

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota L,angsa Tahun 2ot23,98,9496 program

dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja &a
perjartjian kerja lrang telah ditetapkan

Dari hasit pencapaian tersebut pada prinsipnya telah memenuhi

pencapaiaa sasararr strategis, namurr uatuk dikateken efisien Eeka

tairioariffitrLtatrlatrcag DIlallEirallrearr,ant tEa*lIariltaatEtafi trlt Ert talca/l
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pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendulmng pencapaian sasaran

strategis dapat <iisimpulkan ehsien.

Ditahun selanjutnya diharapkan alokasi anggaran yeflg diberikan bisa

bertambah supaya bisa ter'arah pada program kegiatan Bidang hingga

pencapaian kinerja bisa tepat sasaran guna mencapai visi, misi dan tujuan yang

tertrrang didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayernan Terpadu Satu

Pintu Kota [,angsa.

l FoairlrfEkAIr,!;fi,I$PrcifltAEDIrAt?HirrlIAfIOILLDaTPlal?AIifi!*PtOE{tafOPllfi,EofiiAi?EatA 46
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LAMPIRAIT-LAIfiPIRAlg

- Indeks lfine"ja Utema UKUI

- RencanaAksi

- kngukuran Kinerja

- Pohon Kinerja

- Rencama Startegis

- Reneana Kerja

- Perjanjian Kinerja
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